PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR (p TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029 MENJADI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA,

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

merupakan instrumen strategis dan operasional untuk
penyelenggaraan  pemerintahan dan = pelaksanaan
pembangunan lima tahun kedepan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian, dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Kepala
Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-
2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
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10.

11.
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13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalaian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026,
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026;

.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;

15.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA  TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029 MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar.




